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BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

[ SALJNAN l 

UANG PERSEDlAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional 
sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun Anggaran 2023, serta guna 
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat 
Daerah Kabupatcn Lamongan Tahun Anggaran 2023; 

1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Bcsar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, dan Daerah lstimewa Jogyakarta 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 TaJ1un 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat lI Surabaya dengan mengu bah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jaws Tengah, 
Jawa Barat, dan Daerah [stimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. lJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Norn or 12 Tahun 2011 tentang 
Pcm bentukan PeratLJ ra n Perundang. U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Noroor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2022 tentang Pentbahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten.tang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
ten.tang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 l 0 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Norn.or 39 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten.tang Pengelolaan Keuanga n Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Pen1bahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 186); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaiJnana telah cliubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tal1un 
2007 Nomor 10/E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Anggaran Penciapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tabun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2022 Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daeral1 Kabupaten Lamongan 
Tahun 2022 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDlAAN 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 
ANGGARAN 2023. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengau : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daeral1 adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang clitentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daeral1 dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

5. Bendahara adalall setiap orang at.au badan yang 
d.iberi tugas untuk dan atas nama daerah, 
menerima, menyimpan, dan 
membayar / menyerahkan uang a tau surat berharga 
a tau barang-barang daerah. 

6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 
uang pendapatan dacrah dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
pada Perangkat Daerah. 

7 . Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperh.1an belanja dacrah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, 
adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyeJeoggaraan urusan pemerintahan yang menjad.i 
kewenangan Daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
seJanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengeloJaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. · 

10. Uang Daerall adalah uang yang dikuasai oleh 
Bendahara Umum Daerah. 

11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, 
adaJah sejumlah uang yang disectiakan untuk satuan 
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional 
kantor sehari-hari. 

12. Uang Persed.iaan Tunai yang selanjutnya disingkat 
UP Tunai, adalah Uang Pe.rsediaan yang diberikan 
dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara 
Pengeluaran melaJui transfer Rekening Kas Umum 
Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran. 
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13. Vang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya clisingkat UP KKPD, adalah Vang 
Persecliaan yang diberikan dalam bentuk batasan 
belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran 
atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
penggunaannya di lakukan dengan KKPD. 

BAB IT 
PENETAPAN BESARAN 

Pasal 2 

(1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari pada PD dan membiayai 
pengeluaran yang tidak dapat dilalrukan melalui 
mekanisme pembayaran langsung (LS). 

(2) Besarnya UP sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja 
masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD 
Tahun Anggaran 2023. 

(3) UP ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut : 

I UP = 1/ 10 x f Plafond PD - Point a,b,c,d) 

Keterangan : 
a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja 

bunga, belanja subsicli, belanja hibah, dan 
belanja bantuan sosial). 

b belanja langsung yang nilainya di atas 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

c belanja pegawai pada belanja barang dan jasa 
d dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh 

UP/GU atau LS non pihak ketiga. 
(4) UP sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tercliri dari 

UP Tunai dan UP KKPD. 
(5) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan bagian dari UP yang clikelola 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu atas pelimpahan dari 
Beodahara Pengeluaran. 

(6) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. UP Tonai sebesar 70% (enam puluh persen) 

dari besaran UP masing-masing Perangkat 
Daerah; dan 

b. UP KKPD sebesar 30% (empat puluh persen) 
dari besaran UP masing-masing PD. 

(7) Vang persedian yang dapat disimpan oleh Bendahara 
pada PD ditetapkan sebesar uang persediaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali untuk 
kcperluan belanja pegawai dan perjalanan dinas 
dapat melebihi persediaan. 
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(8) Be$aran UP pada PD Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2023 $ebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidal< terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
BATASAN PENGGUNAAN 

Pasal 3 

(1) UP pada PD yang mempunyai Unit Kerja dibatasi 
pada Sekretariat Daerab, Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU 
Dinas Perumaha n Rakyat, Kawasan Permukiman, 
dan Cipta Karya. 

(2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang 
Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi 
kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi 
dengan bendabara pengeluaran PD induk. 

(3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat mengajukan UP kepada 
bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan 
Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud 
dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk. 

(4) UP yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka 
bendabara pengeluaran PD induk melakukan 
pemindahan rekening kepada bendahara 
pengeluaran pembantu. 

Pasal 4 

(1) Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali 
apabila dana Uang Persediaan telab dipergunakan 
sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari 
dana Uang Persediaan yang diterima. 

(2) Pencairan Dana KKPD dapat dilakukan setelah ada 
tagihan kepada masing-masing PD. 

BABIV 
PELAPORAN DAN PERTANGGVNGJAWABAN 

Pasal 5 

Kepa la PD wajib melaporka n kepada Bupati dan 
membuat Surat Pertanggung_jawaban melalui PPKD 
sela.ku Bendabara Umum Daerah. 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 2 J anuari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
MOH. NALIKAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 3 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 2 Januari 2023 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

Salin an sesu ai dengan aslinya 

KEPAL~ HUKUM, 

M. ~ 
NIP. 19710615 200312 l 007 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

LAMPLRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG UANG PERSEOlAAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2023 

B.ESARAN UANG PERSEDLAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONOAN TAHUN ANGGARAN 2023 

Perangkat Daerah 
Besaran UP Tonai UPKKPD 

Vang Persedi.aan (Rp) (70%) (30%) 

2 3 4 5 

Di.nas Pendidikao 83,000,000 58,100,000 24,900,000 

Dinas Kesehatan 25~,000,000 177,100,000 75,900,000 

RSUD N1rimban1r 10.000,000 7,000,000 3,000,000 

RSUD Karan,ekemban<' 9,000,000 6,300,000 2,700,000 

Dinas PU Bina Marcza 70,000,000 49,000,000 21,000,000 

Dinas PU Sumber Dava Air 20,000,000 14,000,000 6,000,000 

Dinas Pen.unahan Rakvat, Kawasan Pemukiman, dan Ciota Karva 166,000,000 116,200,000 49,800,000 

Saluan PoUsi Pamon1r Praia 36,000,000 25,200,000 10,800,000 

Badan Penani,gulan<'an Bencana Daerab 44,000,000 30,800,000 13,200,000 

Dinas Sosial 50,000,000 35,000,000 15,000,000 

Dinas Ten aga Keria 50,000,000 35,000,000 15,000,000 

Dinas Pemberdavaan Peremouan clan Perlindun1ran An ak 87,000,000 60,900,000 26,100,000 

Dinas 1,ioekunczan Hiduo 80,000,000 56,000,000 24,000,000 

Din as Kependudukan dan Pencatatan Si.pi! 70,000,000 49,000,000 21,000,000 

Badan Pemberdavaan Masvarakat clan Desa 80,000,000 56,000,000 24,000,000 

Dinas Penczendalian Penduduk dan Keluare:a Berencana 50,000,000 35,000,000 15,000,000 

Di.nas Perbubun;,,an 50,000,000 35,000,000 15,000,000 

Dinas Komunikasi dan. lnformatika 32,000,000 22,400,000 9,600,000 

Dinas Konerasi dan Usaha Mikro 90,000,000 63,000,000 27,000,000 

Di.nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pi.ntu 83,000,000 58,100,000 24,900,000 

Oinas Pemuda dan Olah RaPa 74,000,000 51 ,800,000 22,200,000 



1 2 3 4 5 

22 Dinas Pariwisata dan Kebudavaan 26,000,000 18,200,000 7,800,000 

23 Dinas Kearsioan dan Peroustakaan Daerah 70,000,000 49,000,000 21,000,000 

24 Dinas Perikanan 40,000,000 28,000,000 12,000,000 

25 Dinas Ketahanan Pan.,,an dan Pertanian 119,000,000 83,300,000 35,700,000 

26 Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 62,000,000 43,400,000 18,600,000 

27 Dinas Perindustrian dan Perda.,;,.ne:an 52,000,000 36,400,000 15,600,000 

28 Insoektorat 28,000,000 19,600,000 8,400,000 

29 Badan Perencanaan Pemban11Unan, Penelitian, dan Pern:tembane:an Daerah 103,000,000 72,100,000 30,900,000 

30 Badan Peoe-elolaan Keua,,.,,an da n Aset Daerah 24,000,000 16,800,000 7,200,000 

31 Sadan Pendaoatan Daerah 25,000,000 17,500,000 7,500,000 

32 Badan Kcoee:awaian dan Pernzemban11:an $umber Dava Manusia 60,000,000 42,000,000 18,000,000 

33 Sekretariat Daerah 638,000,000 446,600,000 191,400,000 

34 Sekretariat DPRD 304,000,000 2 12,800,000 9 1,200,000 

35 Badan Kesatuan Banvsa dan Politik l 00,000,000 70,000,000 30,000,000 

36 Kecamatan Lamonl!an 110,000 ,000 77,000,000 33,000,000 

37 Kecamatan Babat 23,000,000 16,100,000 6,900,000 

38 Kecamatan Paciran 46,000,000 32,200,000 13,800,000 

39 Kecamatan Brondon" 37,000,000 25,900,000 11,100,000 

40 Kecamatan Turi 28,000,000 19,600,000 8,400,000 

41 Kecamatan Pucuk 29,000,000 20,300,000 8,700,000 

42 Kecamatan Sukodadi 21.000,000 14,700,000 6,300,000 

43 Kecamatan Tikun "' 30,000,000 ?1,000,000 9,000,000 

44 Kecamatan Deket 19,000,000 13,300,000 5 ,700,000 

45 Kecamatan Kalitene:ah 17,000,000 11,900,000 5,100,000 

46 Kecamatan Kemban.,bahu 23,000,000 16,100,000 6,900,000 

47 Kecan1atan Mantuo 23,000,000 16, J.00,000 6,900,000 

48 Kecamatan Modo 36,000,000 25,200.000 10,800,000 

49 Kecamatan Bluluk 28,000,000 19,600,000 8,400,000 

50 Kecamatan Karane:binan11Un 25,000,000 17,500,000 7,500,000 
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5 1 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

6 .1 

62 

. 

Kecamatan Glaizab 

Kecamatan N"•mban" 
Kecamatan Su,.io 

Kecamatao Karan°nenen" 

Kecamara.n Sambcnl'! 
Kecamatan Kedun.,.nrin<> 

Kecamatan Loren 

Kecamntan Sckaran 

Kecamatan Sarlrcio 

Kecamatan Sukorrune 

Kccamatan Solokuro 

Kecamo.lan Maduran 

2 

JUMLAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KE~ HUKUM, 

M ~ 
Nl,P. 19710615 2003 12 1 007 

3 

23,000,000 

26,000,000 

12,000,000 

19,0 00,000 

28,000,000 

33,000,000 

27,000,000 

31.000,000 

18,000,000 

21.000,000 

25,000.000 

15.000.000 

3,91 1,000,000 

4 5 

16,100,000 6,900,000 

18,200,000 7,800,000 

8,400,000 3,600,000 

13,300,000 5,700,000 

19,600,000 8.400,000 

23,100,000 9,900.000 

18,900,000 8,100,000 

21.700 000 9,300,000 

12,600,000 5,400,000 

14,700,000 6,300,000 

17,500,000 7.500,000 

10,500.000 4,500.000 

2,737 ,700,0 00 l, l 73,300,000 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd . 
YUHRONUR EFEND l 


